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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 

PANDUAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 

bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 

mampu melayani publik secara akuntabel perlu 

dilakukan perubahan  secara sungguh-sungguh dan 

berkelanjutan; 

b.  bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang 

profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang 

dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di 

lingkungan Kementerian Sosial; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Panduan Agen 

Perubahan di Lingkungan Kementerian Sosial; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);    

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5449);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 

Perubahan; 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1455); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian  Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANDUAN AGEN 

PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. 

 

Pasal 1 

Panduan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Sosial 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Panduan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk 

memberikan acuan bagi satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Sosial dalam membangun dan menetapkan Agen 

Perubahan. 
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Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2018     

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

    ttd. 

 

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Januari 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI SOSIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2018  

TENTANG  

PANDUAN AGEN PERUBAHAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial pada 

hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola 

pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta 

memegang teguh tata nilai-nilai Kementerian Sosial, kode etik, dan kode 

perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.   

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada 8 (delapan) 

area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan 

secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting 

perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set 

(budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di 

lingkungan Kementerian Sosial ditujukan untuk mewujudkan 

peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.   

Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang 

mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh 

pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.   

Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi 

yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan 

mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu 

mendorong terwujudnya pencapaian target kinerja organisasi yang telah 

ditetapkan.   
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